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Abstrak : Penyelesaian sengketa tanah di Papua lazimnya diselesaikan 
secara mediasi baik yang bersifat tradisional maupun mediasi di bidang 
pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan instansi Badan Pertanahan 
Nasional, serta negosiasi sebab penyelesaian sengketa melalui pengadilan 
dirasakan tidak memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa dan 
Kedudukan legal formal tanah yang dikuasai TNI dalam peraturan 
perundang-undangan bahwa didalam peraturan perundang undangan sudah 
disebutkan tentang tanah yaitu diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 
1069 tentang Pokok pokok Agraria, ini merupakan payung hukum tentang 
keberadaan tanah itu sendiri kemudian di Papua diperkuat lagi dengan 
adanya peraturan Otonomi Khusus yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sehingga kepemilikan tanah 
harus memiliki sertifikat dan adanya pelepasan Tanah adat. 
 
Kata Kunci: Pelepasan Hak Atas Tanah Adat; Otonomi Khusus Papua.  
 
 
 
PENDAHULUAN 
Di negara berkembang seperti Indonesia, mata pencaharian rakyat 
dititikberatkan pada sektor agraria, demikian pula sektor industri masih 
berbasis dan bersinergi dengan sektor pertanian sehingga masalah tanah 
merupakan masalah  yang selalu menjadi urgen bagi masyarakat. Dalam 
ketentun yang mengatur tanah adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazim disebut dan 
disingkat menjadi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebelum 
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berlakunya UUPA, hak atas tanah di Indonesia bersifat dualisme, yaitu 
disamping berlakunya hukum adat juga berlaku hukum agrarian yang 
didasarkan atas hukum Barat. 
Di era Otonomi Khusus Papua banyak sekali terjadi sengketa 
tanah. Pada dasarnya sengketa tersebut dilatari oleh berbagai aspek yang 
kompleks. Kompleksitas permasalahan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh 
dimensi hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat). 
Demikian halnya ekpektasi dan struktur masyarakatnya terus berubah seiring 
perkembangan jaman dan tuntutan hidup. Hal tersebut berpengaruh terhadap 
cara penyelesaian sengketa tanah. 
Sengketa tanah yang terjadi pada umumnya dilatari oleh klaim dari 
masing-masing pihak yang merasa sebagai pihak yang berhak atas tanah 
tersebut. Jika telah terjadi kasus demikian, maka biasanya masing-masing 
pihak akan berusaha memperlihatkan bukti-bukti berupa dokumen serta 
saksi yang dianggapnya benar-benar mengetahui dan dapat memberikan 
keterangan tentang kepemilikan tanah tersebatas. Dengan demikian, konflik 
atau sengketa hak atas tanah dapat diselesaikan. Penyelesaian tersebut 
dapat dilakukan  di muka pengadilan atau dapat juga menggunakan cara 
lain, yaitu Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang diantaranya meliputi 
Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase. 
Dalam lingkup Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua( selanjutnya disingkat dengan UU 
No.21 Tahun 2001) dalam Pasal 43, ayat 1 dan 2, Pemerintah Provinsi wajib 
mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan 
hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang 
berlaku yang meliputi ulayat masyarakat hukum adat dan hak peorangan 
para warga masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang 
kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa tanah bekas hak ulayat 
yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan ketentuan yang 
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berlaku (ayat 3). Penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat diatur 
oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor  5 
tahun 1999, tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat 
hukum adat. 
Struktur penguasaan tanah di Papua secara tradisional dapat 
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Tanah ulayat (milik bersama) dari 
beberapa marga, suku, keret; 2) Tanah adat (milik bersama atau perorngan). 
Selanjutnya, ada 3 hal yang terkandung pada penguasaan tanah secara 
tradisional: 1) Tanah merupakan karunia Tuhan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup; 2) Tanah sebagai tumpah darah; 3) tidak ada tanah yang tidak 
bertuan. Pengertian hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum 
adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu untuk mengambil 
manfaat dari sumberdaya alam termaksuk tanah dalam wilayahnya bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara 
lahiriah dan batinlah turuntemurun dan tidak terputus antara masyarakat 
hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. 
Pasca Otonomi Khusus Papua yang ditandai dengan berlakunya UU 
No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, membawa 
angin segar bagi masyarakat adat Papua, dimana dari segi kehidupan, baik 
politik, ekonomi, maupun sosial budaya, masyarakat telah lebih barani dan 
terbuka dalam berekspresi munyuarakan hak-haknya. Termasuk hak 
tradisional di bidang pertanahan. TNI sebagai salah satu intitusi negara yang 
sangat strategis dipandang perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan 
dinamika masyarakat tersebut.  
Dari uraian tersebut, penulis akan mengkaji tentang pelepasan hak 
atas tanah adat menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 
pasca otonomi khusus Papua. 
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PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Istilah “otonomi” dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai 
kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, 
sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan 
mengatur pemanfaatankekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat Papua dengantidak meninggalkan tanggung jawab untuk 
ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-
daerah lain di Indonesia yang memang berkekurangan. Hal ini yang tidak kal
ah penting adalah kebebasan untukmenentukan strategi pembangunan 
social, budaya, ekonomi dan politik yangsesuai dengan karakteristik dan 
kekhasan sumber daya manusia serta kondisi alamdan kebudayaan orang 
Papua. Hal ini penting sebagai bagian dari pengembangan jati diri orang 
Papua yang seutuhnya yang ditunjukkan dengan penegasan identitasdan 
harga dirinya 
Istilah “khusus” hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda 
yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya. 
Kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat social ekonomi 
masyarakat, kebudayaandan sejarah politik. Dalam pengertian 
praktisannya,kekhususanotonomiPapua berarti bahwa ada halhal mendasar 
yang hanya berlaku di Papua dan munkin tidak berlaku di daerah lain di 
Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang 
tidak diterapkan di Papua. 
Dalam Pasal 1 poin (b) undang-undang No . 21 tahun 2001 
menyebutkan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang 
diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua; 
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Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah 
pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua 
untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula 
tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan 
alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagikemakmuran rakyat 
Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk 
memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat 
Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli 
Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang 
dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan 
strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman 
kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam 
Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, 
lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai 
bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi 
hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat. 
Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi dalam 
penggunaannya meliputi sebagian tubuh bumi yang dibawahnya dengan 
sebagian ruang yang ada di atasnya2. Dalam penggunaan tanah, 
penggunaannya mempunyai arti yang bermacam-macam. Dikemukakan 
bahwa pengertian tanah sebagai ruang, alam, suatu faktor produksi, serta 
barang konsumsi, situasi pemilikan dan modal. 
 
2Boedi Harsono, 1962, Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah Penyusunan Isi 
dan Pelaksanaannya, Djamban, Jakarta. Hal.  
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Tanah menurut kamus umum Bahasa Indonesia, oleh 
Poerwadarminta digambarkan pengertian dari perspektif etimologi dari kata 
tanah yang disamakan dengan bumi, permukaan atau lapisan bumi yang 
paling luar, keadaan bumi yang diberi batas, dan daratan3. 
Menurut Boedi Harsono dari aspek terminologi kata tanah (land), 
adalah permukaan bumi.Pengertian tanah sebagai permukaan bumi, 
bersesuaian dengan pengertian normatif menurut rumusan Pasal 4 ayat (1) 
UUPA4. 
Menurut Abdurrahman5tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang 
mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada 
masa mendatang, tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar 
umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi yang mencari 
nafkah melalui usaha tani dan perkebunan 
Pada dasarnya, hak merupakan suatu kewenangan untuk berbuat 
atau tidak berbuat.Sedangkan dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak 
atas permukaan bumi 6(Boedi Harsono). Jika demikian, maka hak atas tanah 
itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja. 
Menurut sistem hukum pertanahan yang dianut UUPA, bahwa setiap 
orang dapat mempunyai hak atas tanah baik secara sendiri-sendiri (hak 
perorangan) maupun secara bersama-sama dengan orang lain dengan tetap 
mengindahkan norma dengan kaidah hukum yang diatur dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan. 
 
3 W.J.S Poerwadarminta, 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta, hal.1006-1007. 
4Boedi Harsono, 1962, Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah Penyusunan Isi 
dan Pelaksanaannya, Djamban, Jakarta, Hal.70. 
5Abdurrahman, 19880.Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria; seri Hukum 
Agraria V., Alumni, Bandung. Hal. 7 
6 Boedi Harsono, 1962, Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah Penyusunan Isi 
dan Pelaksanaannya, Djamban, Jakarta, Hal. 95. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 tentang 
hak-hak masyarakat adat Papua, antara lain menyebutkan bahwa; (1) 
Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, 
memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. (2) Hak-hak 
masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat 
hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan. (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan 
mneghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain 
secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga 
masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui 
musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan 
untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang 
diperlukan maupun imbalannya. (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota 
memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat 
dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat 
dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan. 
Menurut pendapat Mr.C.C.J. Maassen dan A.P.G. Hens7, 
menerangkan tentang hak ulayat sebagai berikut: 
“Yang dinamakan hak ulayat (beschikkingsrecht) adalah hak 
desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah 
dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-
anggotanya atau kepentingan orang lain (orang asing) dengan 
 
7.C.C.J. Maassen dan A.P.G. Hens Agrarische regelinger voor het 
Gouvernementsgebied van Java en Madura (peraturan-peraturan agraris di daerah 
Gubernemen Jawa dan Madura), Jilid I: 5, hlm. 201 
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membayar kerugian kepada desa, dalam halmana desa itu 
sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan 
turut bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang terjadi 
disitu yang belum dapat diselesaikan”. 
 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan 
kedudukan yang sngat penting bagi tanah dan benda-benda yang melekat 
pada tanah.Dalam rumusan Pasal 520 KUHP menyatakan bahwa 
pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tidak terpelihara dan 
tiada pemiliknya, seperti kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli 
waris atau yang mewarisinya telah ditinggalkan adalah milik Negara. 
Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 dinyatakan bahwa seluruh 
bumi, Air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalam 
wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Maksud 
dari penjelasan Pasal ini adalah semua yang terkandung dalam bumi dan 
ruang angkasa merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri dan dikelola 
oleh Negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia. 
Penjelasan Pasal 1 UUPA tersebut di atas, maka dapat dipahami 
bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi dalam 
penggunaannya meliputi sebagian tubuh bumi yang dibawahnya dengan 
sebagian ruang yang ada di atasnya. Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa 
tanah yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu 
sumber daya alam yang selain mempunyai nilai strategis (batiniah) yang 
mendalam bagi rakyat Indonesia juga berfungsi strategis dalam memenuhi 
kebutuhan Negara dan rakyat yang semakin beragam baik pada tingkat 
nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional. 
Asas pola penggunaan tanah yang seimbang, dimaksudkan pola 
penggunaan sesuai karakteristik tanah dan wilayah, sehingga tidak saling 
tumpang tindih satu sama lain. Dengan demikian tanah tersebut dapat 
dimanfaatkan secara optimal dan pada akhirnya dapat mencapai hasil yang 
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optimal pula. Untuk mencapai optomalisasi tersebut perlu diadakan rencana 
tata guna tanah, yaitu mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan 
tanah secara optimal, lestari dan tata letak yang sesuai dan seimbang, 
sehingga semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 
maupun masyarakat mendapat tempat yang sesuai tanpa saling 
mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan. 
Permasalahan sengketa tanah antara masyarakat dan TNI yang 
terjadi diakibatkan oleh belum optimalnya pelaksanaan administrasi 
pertanahan di Indonesia serta ketidakpahaman pihak masyarakat dan pihak 
TNI mengenai sumber hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia 
khususnya tentang hak atas tanah. Pihak masyarakat tidak mengetahui 
pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-
Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, atau 
yang dikenal dengan istilah UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) sebagai 
salah satu hukum pertanahan nasional. 
Pada dasarnya baik pihak TNI maupun pihak masyarakat 
menggunakan satu sumber peraturan pertanahan yang sama yaitu UUPA, 
namun pada pelaksanaannya masih terdapat perbedaan penafsiran atas 
peraturan tersebut yang mengakibatkan munculnya konflik tanah yang 
menimbulkan korban dari kedua belah pihak. 
Untuk menghindari konflik pertanahan yang terjadi antara TNI dan 
masyarakat umum ini, maka perlu dilaksanakan identifikasi status tanah TNI 
terlebih dahulu dalam hukum pertanahan nasional yang mengatur seluruh 
hak atas tanah TNI. Disamping itu, untuk memperkuat bukti hukum atas 
penggunaan tanah TNI tersebut maka TNI memerlukan suatu bukti hukum 
hak atas tanah yang digunakannya. 
Hal tersebut di atas menjadi pemicu marak terjadinya tuntutan ganti 
rugi oleh generasi sekarang ini karena masyarakat merasa mempunyai 
wadah satu-satunya untuk menyalurkan aspirasi dan mendapat hak-haknya 
Analisis Yuridis Pelepasan Hak Atas Tanah..... Maria Yeti Andrias 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 9 NOMOR 2, JULI 2019 180 
kembali hanya melalui Dewan Adat yang sampai saat ini belum ada paying 
hukum atau Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Daerah yang 
khusus mengatur tentang persoalan hak-hak tanah adat di Provinsi Papua 
hingga saat ini baik itu kepemilikan hak dari aspek tanah adat maupun dari 
sisi kekuasaan bersifat umum atau komunal atau yang disebut dengan hak 
ulayat, sehingga hal itu bertentangan dengan aturan UUPA Nomor 5 Tahun 
1960 yang intinya mengarahkan kepada semua tanah baik tanah adat 
maupun tanah-tanah yang di kuasai oleh Pemerintah harus didaftarkan 
melalui Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan pengakuan oleh 
Negara atas alas hak serta memperoleh sertifikat sehingga ada kepastian 
hukum bagian hak kepemilikan tersebut, pendaftaran tanah adat untuk 
memperoleh hak oleh masyarakat adat ke BPN justru terhambat dan 
mengalami kendala karena anggapan atau asumsi masyarakat bahwa 
dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Khusus Papua berarti sudah 
memberikan hak penuh kepada masyarakat, artinya bahwa menurut 
anggapan masyarakat tanah yang dikuasainya atau tanah adat yang menjadi 
garapannya tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan legalitas/sertifikat 
sebagai bukti kepemilikan atas tanah adat tersebut. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Pelepasan hak atas tanah adat menurut peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia pasca otonomi khusus Papua bahwa 
pemberlakuan UUPA di Papua belum tersosialisasi maksimal sehingga dapat 
dilihat dari pengaruh eksistensi hukum adat yang lebih dominan dengan 
sistem keondoafian. Sekalipun UUPA telah diberlakukan di Papua, peralihan 
yang ada lebih banyak diakomodir melalui peralihan adat. Peralihan tanah 
adat dirasa dapat memberi kemudahan dalam menjamin kepastian hukum 
bagi investor apabila dilakukan sesuai dengan tradisi masyarakat hukum adat 
Analisis Yuridis Pelepasan Hak Atas Tanah..... Maria Yeti Andrias 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 9 NOMOR 2, JULI 2019 181 
Papua dan Peran pemerintah yang terkait dengan upaya percepatan 
pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan investor Pengakuan hak ulayat 
dalam hukum nasional yang bersumber dari pemerintah berdasarkan 
penetapan, dan peran kepala adat (ondooafi) dalam meyelesaikan sengketa 
tanah. Penyelesaian sengketa tanah di Papua lazimnya diselesaikan secara 
mediasi baik yang bersifat tradisional maupun mediasi di bidang pertanahan 
yang dibentuk dalam lingkungan instansi Badan Pertanahan Nasional. 
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